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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga diberlakukan peraturan 

Agrarische Wet 1870 terhadap perkebunan di Jawa, mendeskripsikan mengapa pemerintah menggantikan Agrarische Wet  

1870 ke arah Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan menggambarkan dampak apa yang terjadi dengan 

diberlakukannya Agrarische Wet 1870 dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 terhadap perkebunan masyarakat 

Jawa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah menurut Marc Bloch. Hasil penelitian Kegagalan Sistem 

Kolonial: Pelaksanaan Agrarische Wet 1870 di Jawa merupakan instrumen kapitalisme liberal yang secara sistematis 

memarginalkan rakyat pribumi. Melalui asas Domein verklaring, negara kolonial melakukan "perampasan legal" terhadap 

tanah-tanah adat yang tidak bersertifikat untuk disewakan kepada korporasi swasta asing (hak Erfpacht). Hal ini 

mengubah struktur sosial pedesaan di Jawa, di mana petani yang dulunya mandiri berubah menjadi buruh upahan di atas 

tanah leluhurnya sendiri (proletarisasi). Urgensi Dekolonisasi Hukum: Transisi dari hukum kolonial ke hukum nasional 

merupakan sebuah keharusan sejarah. Hukum agraria peninggalan Belanda yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif 

tidak lagi relevan dengan jiwa kemerdekaan bangsa Indonesia. Munculnya UUPA 1960 berfungsi sebagai "Amandemen" 

fundamental yang menghapus dualisme hukum (Hukum Barat vs Hukum Adat) dan menciptakan unifikasi hukum agraria 

yang berlandaskan pada Pancasila serta Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Transformasi Kedaulatan Rakyat: Dampak paling 

signifikan dari pemberlakuan UUPA 1960 adalah pemulihan kedaulatan petani atas tanah di Jawa. Penghapusan asas 

Domeinverklaring memastikan bahwa rakyat bukan lagi "penumpang" di tanah negara, melainkan pemilik sah yang 

dilindungi oleh kepastian hukum melalui pendaftaran tanah.  

Kata Kunci : Agrarische Wet  1870, UUPA 1960, Perkebunan 

 

Abstract 

This study aims to explain the factors that led to the implementation of the Agrarian Law of 1870 on plantations in Java, 

describe why the government replaced the Agrarian Law of 1870 with the Basic Agrarian Law of 1960 and describe the 

impact of the implementation of the Agrarian Law of 1870 and the Basic Agrarian Law of 1960 on Javanese plantations. 

The research method used is the historical method according to Marc Bloch. The results of the study The Failure of the 

Colonial System: The implementation of the Agrarian Law of 1870 in Java is an instrument of liberal capitalism that 

systematically marginalizes the indigenous people. Through the principle of Domein verklaring, the colonial state carried 

out "legal confiscation" of uncertified customary lands to be leased to foreign private corporations (Erfpacht rights). This 

changed the rural social structure in Java, where farmers who were once independent turned into wage laborers on their 

own ancestral land (proletarianization). The Urgency of Legal Decolonization: The transition from colonial law to 

national law is a historical necessity. The exploitative and discriminatory legacy of Dutch agrarian law is no longer 

relevant to the spirit of Indonesian independence. The emergence of the 1960 UUPA serves as a fundamental 

"Amendment" that eliminates legal dualism (Western Law vs. Customary Law) and creates a unified agrarian law based 

on Pancasila and Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Transformation of People's Sovereignty: The most 

significant impact of the implementation of the 1960 UUPA was the restoration of farmers' sovereignty over land in Java. 
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The elimination of the Domeinverklaring principle ensures that the people are no longer "passengers" on state land, but 

rather the rightful owners protected by legal certainty through land registration.  

Kata Kunci : Agrarische Wet 1870, UUPA 1960, Plantations 

 

PENDAHULUAN 

Abad XVII bidang ekonomi Indonesia sudah dikuasai oleh 

Belanda dalam hal ini dilakukan oleh VOC (Verenigde Oost 

Indische Compagnie). Dalam perkembangan sejarah VOC 

pada tanggal 31 Desember 1799 dibubarkan karena 

mengalami kebangkrutan, seluruh kekayaannya diambil alih 

oleh pemerintah Belanda. Untuk sementara Belanda masih 

melanjutkan politik dari VOC untuk memperoleh 

keuntungan dengan cara mengumpulkan upeti dari 

penguasa-pengasa lokal.  

Selanjutnya Indonesia dikendalikan oleh pemerintah dimana 

dalam menjalankan tugas untuk menguasai rempah-rempah 

dan perkebunan dilaksanakan oleh gubernur jenderal secara 

bergantian. Pada tahun 1808 Herman William Daendels tiba 

di pulau Jawa. Masa pemerintahannya di Indonesia di mana 

Daendels memberantas korupsi yang telah terjadi. Untuk 

mengisi kas negara induk dilakukan penjualan tanah kepada 

swasta, namun hasilnya tidak dimasukkan kepada kas negara 

tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat tindakan 

yang dilakukan Daendels kemudian pemerintah 

menggantikannya dengan Janssens.  

Pemerintahan Janssens tidak berlangsung lama, karena 

pulau Jawa sudah dikuasai oleh Inggris di bawah 

pemerintahan Raffles. Sistem pemerintahan yang 

diterapkan Raffles menganut prinsip liberal dan berbagai 

perubahan diberlakukan untuk memajukan tanah jajahan.  

Kebijakan yang diberlakukan oleh Raffles merupakan 

kelanjutan dari kebijakan dari Dirk Van Hogendorp akhir 

abad XVIII, kebebasan berusaha tetap diberikan. Namun 

demikian kerja rodi memang dihapuskan tetapi tanaman 

wajib tetap dilaksanakan oleh masyarakat, agar dapat 

diperoleh keuntungan lewat perdagangan. Sistem 

pemerintahan yang dijalankan adalah secara langsung 

dimana Belanda langsung berhubungan dengan 

masyarakat, kedudukan sultan dan bupati mulai 

dikurangi.  

Raffles memberlakukan stelsel tanah untuk tetap 

mempertahankan pulau Jawa,  dengan maksud agar ada 

kebebasan berusaha bagi masyarakat dan tidak lagi 

terikat pada kepala-kepala desa atau bupati. Disini 

masyarakat harus mampu bersaing dalam kegiatan 

perdagangan.  

Burger (1962 : 148) mengemukakan bahwa stelsel tanah 

yang baru terkandung konsekuensi bahwa seluruh 

kehidupan ekonomi tingkat tinggi tidak lagi diorganisir 

oleh kepala-kepala desa, kepala-kepala rendahan dan 

tinggi dan bupati dengan ikatan adat, tetapi oleh pertanian 

bebas dan perdagangan bebas. 

Pertanian bebas dan perdagangan bebas agak sulit 

diterapkan karena akan menghilangkan pengaruh-

pengaruh ikatan adat, namun Raffles tetap 

melaksanakan stelsel tanah. Untuk tetap 

melaksanakannya maka administrasi harus lengkap 

sehingga pegawai-pegawai bangsa Eropa bertambah 

banyak dan timbullah sistem residen yang kemudian 

akan menghilangkan kedudukan bupati.  

Stelsel tanah yang diberlakukan oleh Raffles tetap 

dilanjutkan oleh penggantinya, walaupun dalam situasi 

yang berbeda. Pemberlakuan stelsel tanah yang paling 

memberatkan yaitu yang dilakukan oleh  Van Den 

Bosch yaitu stelsel tanah paksa. Hasil stelsel tanah 

paksa telah memerikan keuntungan bagi kas negara 

induk. Namun demikian untuk melaksanakan stelsel 

tanah paksa atau juga yang lebih dikenal dengan sistem 

tanam paksa, maka yang menjadi korban adalah 

masyarakat.  

Sejak tahun 1870, pemerintah Belanda secara resmi 

mulai menerapkan politik liberal yang dikenal dengan 

istilah “politik pintu terbuka” atau  open door policy. 

Sejak tahun itu, pihak swasta mulai masuk ke Hindia 

Belanda dan membangun usaha-usaha mereka, 

termasuk pada industri gula dan perkebunan tebu. 

Campurtangan pemerintah dalam hal ekonomi semakin 

menurun dan modalmodal asing terus berdatangan ke 

Hindia Belanda. Hal tersebut juga ditambah dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (Agrarische 

wet) 1870. Melalui undang-undanh ini, pihak swasta 

semakin mendapatkan peluang yang besar dalam 

menjalin kontrak-kontrak penyewaan tanah dengan 

penduduk pribumi. Begitu pula yang terjadi pada 

perusahaan perkebunan tebu yang sejak tahun 1870 

mengalami peningkatan luas lahannya.  

Agrarische Wet 1870 dikeluarkan oleh pemerintah 

kolonial Belanda sebagai tindak lanjut atas kemenangan 

partai Liberal di Belanda, sekaligus menggantikan 

politik Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan 

penanaman modal pengusaha Belanda.  
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Sistem perkebunan besar mulai hadir di Indonesia 

sebagai akibat politik liberal pemerintah kolonial 

Belanda melalui Agrarische Wet 1870. Dengan 

diberlakukannya Agrarische Wet 1870 (Undang-

Undang Agraria) dan Undang-Undang Gula (Suiker 

Wet) 1870 menjadi landasan mulai dibukanya 

perkebunan swasta di Pulau Jawa. Dibukanya 

perkebunan swasta menandai dimulainya kebijakan 

kolonial yakni dimulainya periode liberal (1870-1900). 

Sebelumnya monopoli pemerintah terhadap tanaman 

ekspor secara bertahap dihapuskan sejak 1860-an. 

Pertama kebijakan ini diberlakukan terhadap tanaman 

yang tidak menguntungkan dan terakhir tebu (akhirnya 

berakhir pada 1890) serta kopi (daerah terakhir yang 

menerapkan tanam paksa kopi baru ditutup pada 1919). 

Periode liberal bertepatan dengan ekspansi kekuasaan 

Belanda di luar Jawa. Eksploitasi perdagangan di pulau-

pulau lainnya berlangsung selama abad ke-20. Akan 

tetapi, pada akhir abad ke-19 produk-produk dari pulau-

pulau di luar Pulau Jawa sudah masuk dalam kalkulasi 

perdagangan Belanda (Ricklefs, 2013: 335-336)  

Pemerintah Belanda selanjutnya mengeluarkan Undang-

undang Agraria 1870 (Agrarische Wet 1870) yang 

antara lain berisi pokok-pokok aturan sebagai berikut: 

1. Gubernur jeindeiral tidak dipe irboleihkan 

meinjual tanah. 

2. Gubeirnur jeindeiral dapat me inyeiwakan tanah 

meinurut keiteintuan yang diatur dalam  undang-

undang. 

3. Meinurut undang-undang akan dibe irikan 

tanah-tanah deingan hak peinguasaan seilama tidak 

leibih dari 75 tahun. 

4. Gubeirnur tidak boleih meingambil tanah-

tanah yang teilah dibuka ole ih orang-orang 

Indoneisia. 

Undang-Undang Agraria 1870 dibeirlakukan sampai 

deingan seisudah Proklamasi  Keimeirdeikaan. Deingan 

deimikian seiteilah keimeirdeikaan Indoneisia beilum 

meimiliki Undang-Undang Agraria yang meingatur 

peirtanahan. Oleih seibab itu beirbagai peirsiapan 

dilakukan peimeirintah deingan meimbeintuk panitia agar 

Indone isia meimiliki Undang-Undang Agraria seindiri. 

Dualismei hukum agraria baru beirakhir seiteilah 

beirlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yakni se ijak 

tanggal 24 Seipteimbeir 1960 dan seijak itu seiluruh 

wilayah Reipublik Indoneisia hanya ada satu hukum 

agraria yaitu hukum agraria Indone isia beirdasarkan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.  De ingan 

dikeiluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

dikatakan mulai beirlakunya reiformasi di bidang agraria 

di Indoneisia. Beirlakukanya keidua aturan teirseibut  

meimbeirikan peingaruh pada sosial eikonomi masyarakat 

Jawa.  

METΟDE PENELІTІAN 

Meitodei yang digunakan dalam pe ineilitian dan 

analisis data adalah me itodei seijarah meinurut Marc 

Bloch. Ada eimpat tahap yang dite impuh dalam 

meitodei seijarah meinurut Marc Bloch yaitu  : 

Peirtama :meirumuskan masalah dan me ilakukan 

obseirvasi historis teintang Agrarisch Weit 1870 dan 

Undang-Undang Pokok Agraria Tahun (UUPA) 

1960. 

Keidua    :   Meilakukan kritik se ijarah atau 

peingujian data 

Keitiga : Meilakukan geineiralisasi dan atau 

kateigorisasi data seisuai      peirmasalahan. 

Keieimpat : Meilakukan peincarian (analisis) seibab-

akibat dari masalah yang ditulis, yakni yang 

beirkeinaan deingan wajib se irah padi pada 

masyarakat Jawa  (Marc Bloch, 1988 : 80). 

 
HASІL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Faktor Penyebab Agrarisch Wet  1870 

Diganti Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 

1960. 
. 

Peilaksanaan Agrarisch Weit 1870 meirupakan 

momeintum peinting yang me injadi dasar utama 

peirkeimbangan peirkeibunan swasta di Indone isia. 

Deingan adanya undang-undang ini para peimilik 

modal asing bangsa Be ilanda maupun orang E Iropa 

lainnya meindapat keiseimpatan luas untuk be irusaha 

di bidang peirkeibunan. Seijak itu pula keiuntungan 

beisar yang dipeiroleih dari eikspor hasil peirkeibunan 

teirseibut dinikmati oleih para peimodal asing, teitapi 

seibaliknya peindeiritaan dialami ole ih seiluruh 

masyarakat yang ada di ne igeiri jajahan, kareina 

keiuntungan dinikmati ole ih peingusaha-peingusaha 

swasta dan masyarakat me indeirita ditanahnya seindiri 

kareina seimua hasil dinikmati orang lain. Adapun 

faktor-faktor yang me impeingaruhi lahirnya 

Agrarischei Weit 1870 (Undang-Undang Agraria), 

ada beibeirapa hal diantaranya ;   

(1) Pada  tahun  1870   me irupakan  awal  dari politik 

libeiral Beilanda yang       diteirapkan di Hindia 

Beilanda,  
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(2) Deingan beirkeimbangnya siste im libeiral para 

peingusaha swasta Beilanda     me irasa usahanya 

dibidang peirkeibunan meindapat rintangan dari Siste im    

Tanan   Paksa.  Deingan  adanya    Undang-Undang   

Agraria   ini   me ireika  meinuntut    dibe irikannya 

keiseimpatan leibih beisar untuk me imbuka lahan 

peirkeibunan    di Indoneisia,  

(3) Sisteim Tanam Paksa yang se imakin progreisif, (4) 

Disahkannya Agrarischei Weit Staatsblad no.55 1870. 

Politik kolonial libeiral di Hindia Be ilanda atau 

Indoneisia, pada awal mulanya bisa dilihat dari isi 

Undang-Undang Agraria tahun 1870. Pe iraturan inilah 

yang umumnya dianggap se ibagai dimulainya politik 

kolonial libeiral. Peiraturan teirseibut pada pokoknya 

beirisi dua hal, yaitu pe ingambilalihan tanah milik 

peinduduk tidak dipe irboleihkan, dan orang asing bole ih 

meinyeiwa tanah untuk peirkeibunan namun ada batas 

waktu peimakaiannya.  

 

Meingeinai isi dari peiraturan te irseibut Kartodirdjo 

meinjeilaskan bahwa peiraturan peirtama dimaksudkan 

seibagai cara untuk me inceigah seigala keijahatan dari 

keikuasaan yang tidak te irkeindali untuk me ingambil 

alih hak milik atas tanah. Pada pe iraturan peirtama ini 

idei humaniteir sangat jeilas seikali. Teitapi dalam 

peiraturan yang keidua sudah dihubungkan de ingan 

keipeintingan peirusahaan yang akan me imbeiri jalan 

keipada peingusaha swasta untuk me imakai tanah 

peinduduk. Di pihak lain tanah dan te inaga keirja 

meirupakan satu keisatuan dan ke idua-duanya beigitu 

teirikat di dalam organisasi politik pe induduk, 

seihingga orang yang me ingambil tanah te irseibut 

dapat meinyeileiweingkan hasilnya se ibanyak yang 

dikeiheindaki.  

 

Oleih kareina itu tidak me ingheirankan bila seisudah 

tahun 1870 modal asing seimakin meiningkat. Deingan 

kondisi yang deimikian maka politik kolonial libe iral 

mulai meilanda Indoneisiadan beirbagai aturan 

diteirapkan.  Beirkaitan deingan seijarah 

peingeimbangan peirkeibunan, yaitu pada masa se ikitar 

1870-an, peingusaha peirkeibunan di Indoneisia 

teirutama diarahkan pada komoditi eikspor untuk 

peimeinuhan keibutuhan pasar inte irnasional, 

khususnya EIropa.  

 

Deingan keibijakan politik pe ireikonomian teirseibut, 

seirta didukung poteinsi tanah dan te inaga keirja yang 

murah, maka keibijakan pe imeirintah kolonial itu tidak 

sulit untuk dijalankan. Hal ini se isuai deingan politik 

kolonial Beilanda yang me ingeiksploitasi tanah 

jajahan bagi keimakmuran neigeiri induk. Deingan 

adanya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka 

mulailah dibuka areial-areial peirkeibunan, baik 

didataran reindah maupun didataran tinggi. 

Peimbukaan areial peirkeibunan itu, disamping 

meimanfaatkan tanah-tanah tak beirtuan, seipeirti rawa 

dan hutan tropis juga me inggunakan tanah-tanah 

milik rakyat yang diambilalih, baik deingan cara 

diseiwa untuk jangka waktu yang lama ataupun dibe ili 

deingan harga yang re indah guna keipeintingan 

peirkeibunan.  

 

Deingan adanya sisteim seiwa tanah oleih peimeirintah 

kolonial Beilanda untuk dijadikan pe irkeibunan bukan 

beirarti seilalu beirjalan deingan lancar. Teitapi ada juga 

masalah yang muncul. Hal te irseibut teirkait deingan 

sisteim seiwa-meinyeiwa yang kadang dise irtai 

tindakan-tindakan reipreisif seihingga meinimbulkan 

konflik antara peitani seibagai peimilik tanah deingan 

peirusahaan peirkeibunan. Misalnya yang se iring 

teirjadi diareial peirkeibunan te imbakau dan teibu. 

Konflik teirseibut teirjadi kareina keipeintingan peitani 

seiring dikalahkan. Yang dimaksud de ingan 

dikalahkan disini bisa me ingacu pada harga se iwa 

yang ditawarkan oleih peimeirintah kolonial Beilanda 

yang teirlalu murah untuk suatu dae irah yang akan 

dijadikan areial peirkeibunan. Apalagi untuk are ial 

peirkeibunan teimbakau dan te ibu meimbutuhkan tanah 

yang subur, seihingga meireika meimaksa peitani untuk 

meinyeiwakan atau meinjual tanah me ireika pada 

Beilanda deingan harga yang reilatif murah. Teitapi 

para peitani yang seijak awal me inggunakan tanah 

meireika untuk peirtanian te intu tidak bisa 

meinyeirahkan tanah meireika beigitu saja bila dirasa 

cukup meirugikan pihak peitani. Deingan kondisi yang 

seipeirti inilah yang seiring meimicu teirjadinya konflik 

antara keidua beilah pihak.  

 

Namun, deingan adanya pe iralihan fungsi tanah 

teirseibut tidak lantas seilalu me irugikan peitani. Teitapi 

ada juga keiuntungan yang didapatkannya. Hal 

teirseibut teirkait pula de ingan aksi proteis yang 

dilakukan peitani teirhadap usaha pe irkeibunan. 

Dimana meireika tidak me ilakukan proteis teirhadap 

peirkeibunan keilapa bila dibandingkan de ingan prote is 
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di areial peirkeibunan teimbakau dan te ibu. Feinomeina 

seipeirti ini biasa te irjadi, apalagi komoditi ke ilapa ini 

ceindeirung dibudidayakan di dae irah yang reilatif 

jarang peinduduknya, tanaman ini juga tidak 

meimbutuhkan tanah yang subur untuk pe irkeibunan. 

Seilain keilapa, peirkeibunan yang juga tidak 

meinimbulkan proteis misalnya kopi dan te ih yang 

ditanam didataran tinggi. Pe inyeibabnya adalah dari 

peirkeibunan teih, kopi, dan ke ilapa dapat 

dikeimbangkan tanpa ia harus me inggusur lahan 

peirtanian pangan.   

 

Deingan kondisi yang deimikian, tanaman te irseibut 

justru beirkeimbang dikalangan pe itani seibagai 

tanaman diveirsifikasi atau tanaman sampingan. 

Deingan adanya usaha peirkeibunan teirseibut justru 

bisa meiningkatkan keiseijahteiraan para peitani 

dibandingkan bila me ireika seimata-mata 

meinggantungkan peindapatannya pada tanaman 

pangan. Dalam hal ini tanaman pe irkeibunan 

beirfungsi untuk me impeiroleih peindapatan tunai, 

seidangkan sawah atau lahan pe irtanian untuk 

meimeinuhi keibutuhan pangan. Me iskipun pada 

umumnya peitani teitap meimprioritaskan usaha 

peirtanian.  

 

Deingan adanya Undang-Undang ini pula yang mulai 

meinggantikan keidudukan peimeirintah oleih kaum 

usahawan peirkeibunan. Hal ini ditunjukkan de ingan 

adanya peinyusutan peirkeibunan peimeirintah dan 

dilain pihak peirkeibunan swasta se imakin luas. 

Adapun jeinis tanaman yang dibudidayakan pada saat 

itu juga tidak jauh be irbeida deingan yang diwajibkan 

pada masa siste im tanam paksa. Misalnya, kopi, te ibu, 

teimbakau, teih, dan seibagainya.  

 

Peingaruh dari adanya Undang-Undang Agraria ini 

juga tidak hanya dialami ole ih masyarakat di Jawa 

saja. Hal teirseibut kareina peirkeimbangan peirusahaan 

peirkeibunan swasta tidak hanya te irjadi di Jawa. Di 

luar Jawa pun mulai muncul pe irkeibunan-peirkeibunan 

tanaman keiras. Hal diseibabkan kareina tanah di Jawa 

seimakin sulit dipeiroleih, seihingga para peingusaha 

swasta asing teirseibut mulai me incari teimpat lain di 

luar, misalnya di Sumateira.  

 

Peirkeibunan yang ada diluar Jawa biasanya dike inal 

deingan seibutan peirkeibunan tanaman keiras. Jeinis-

jeinis tanaman keiras teirseibut, misalnya kareit, kopi, 

teih, keilapa sawit, dan se ibagainya yang beirumur 

panjang dan tidak beigitu me inuntut peinanganan 

seicara teitap dan teiratur, se irta mudah beirinteigrasi 

deingan sisteim peireitanian tradisional yang biasa 

dilakukan peinduduk luar Jawa, yaitu de ingan siste im 

peirtanian beirladang.  

 

Kondisi yang seipeirti itulah akhirnya muncul 

peirkeibunan tanaman keiras yang diusahakan oleih 

rakyat dan pada akhirnya pe irkeibunan diluar Jawa 

seibagai peinghasil tanaman ke iras sangat beisar. 

Deimikianlah seijak adanya Undang-Undang 

Agrarischei Weit 1870, maka peirusahaan peirkeibunan 

swasta tumbuh subur baik di Jawa maupun luar 

Jawa. Deingan adanya pe irkeibunan yang diusahakan 

oleih para peingusaha asing ini tidak se ilamanya 

meimbawa dampak neigatif bagi rakyat Indone isia. 

Namun, dalam peirkeimbangannya justru me imbawa 

keiuntungan bagi rakyat Indone isia, khususnya 

golongan peitani (sawah/ke ibun). Hal teirseibut bisa 

dilihat deingan munculnya peirkeibunan rakyat yang 

seimakin nyata keidudukan dan peiranannya. 

Misalnya, di Jawa, Sunda, dan Kalimantan, banyak 

peitani yang mulai meinanam komoditi dagang di 

samping bahan makanan, bahkan ada juga rakyat 

dibeibeirapa daeirah seimakin me imeintingkan komoditi 

dagang teirseibut.  

 

Beirlakunya Agrarisch We it 1870 sangat meirugikan 

bagi tanah-tanah milik masyarakat te irutama 

masyarakat yang ada di pulau Jawa, kare ina 

peirkeibunan yang beirdiri dan diusahakan  ole ih 

swasta seimakin banyak be irkeimbang, akibatnya 

peinguasaan atas tanah pe irlu ada aturan yang 

mbeirikan keiuntungan bagi masyarakat. Me imang 

seiteilah keimeirdeikaan Indoneisia beilum meimiliki 

aturan teintang peirtanahan, aturan yang digunakan 

masih peininggalan Beilanda seihingga meindeisak 

peimeirintah untuk me imbuat Undang-Undang 

peirtanahan seindiri untuk dibe irlakukan bagi 

masyarakat dan meimbeirikan keiuntungan bagi 

masyarakat Indoneisia. 

 

B.Analisis Komparatif: Karakteristik 

Perkebunan Era Kolonial dan Era Nasional 
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Seicara historis, peirbe idaan paling meindasar antara e ira 

peirkeibunan di bawah Agrarischei Weit 1870 deingan e ira 

pasca Undang-Undang Pokok Agraria 1960 teirleitak pada 

orieintasi filosofis dan eikonomi yang meindasarinya. Pada 

masa kolonial, peirkeibunan di Jawa diposisikan se ibagai 

instrumein utama untuk me ingeiruk keiuntungan seibeisar-

beisarnya bagi modal swasta asing dan pe ingisian kas 

neigara Beilanda (Batig Slot). Politik Pintu Teirbuka yang 

lahir dari undang-undang tahun 1870 meinciptakan 

eikosisteim di mana tanah Jawa dianggap se ibagai 

komoditas yang harus dipe iras nilai eikonominya de imi 

keipeintingan pasar global di EIropa. (Kartodirdjo, 1990) 

Dalam sisteim kolonial, ke iseijahteiraan rakyat pribumi 

bukanlah prioritas. Peirkeibunan-peirkeibunan beisar seipeirti 

teibu, kopi, dan teimbakau di Jawa dikeilola deingan logika 

kapitalismei murni yang eiksploitatif. Keiuntungan yang 

dihasilkan dari tanah Jawa tidak "me ineiteis" kei masyarakat 

lokal, meilainkan meingalir keiluar neigeiri (drainagei of 

weialth). Rakyat pribumi hanya dite impatkan seibagai 

peinyeidia lahan murah (me ilalui paksaan administratif) 

dan teinaga keirja murah (meilalui proleitarisasi).(Geieirtz, 

1983) Orieintasi ini meinciptakan keitimpangan struktural 

yang tajam, di mana ke imajuan teiknologi industri 

peirkeibunan kolonial be irbanding teirbalik deingan 

keimiskinan sisteimik yang dialami peitani Jawa.  

Seibaliknya, pasca peingeisahan Undang-Undang Pokok 

Agraria 1960, teirjadi deikolonisasi eikonomi yang sangat 

fundameintal. Landasan pe ingeilolaan peirkeibunan 

dialihkan seicara total meingikuti amanat Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945, yang meinyatakan bahwa bumi, air, dan 

keikayaan alam yang teirkandung di dalamnya dikuasai 

oleih neigara dan dipeirgunakan untuk seibeisar-beisar 

keimakmuran rakyat. Di bawah be indeira Undang-Undang 

Pokok Agraria 1960, peirke ibunan tidak lagi dipandang 

seibagai aseit milik asing, meilainkan aseit nasional yang 

harus meimbeirikan kontribusi nyata bagi peimbangunan 

bangsa. Orieintasi "keimakmuran rakyat" ini me iwujud 

dalam keibijakan nasionalisasi peirusahaan peirkeibunan 

Beilanda dan peingutamaan peiran peirusahaan neigara 

(PPN/PTPN) seirta kopeirasi peitani, seihingga surplus 

eikonomi yang dihasilkan te itap beirputar di dalam neigeiri 

untuk meimbiayai keidaulatan Indoneisia yang baru 

meirdeika. 

Peirbeidaan teiknis-yuridis yang paling meincolok dalam 

transisi ini adalah transformasi hak atas tanah 

peirkeibunan. Pada eira kolonial, hak utama yang dibe irikan 

keipada peingusaha peirkeibunan swasta adalah Hak 

EIrfpacht. Beirdasarkan Agrarischei Weit 1870, hak ini 

meimbeirikan keiweinangan yang sangat luas keipada 

peimeigangnya untuk meinguasai tanah neigara dalam 

jangka waktu yang sangat lama, yakni hingga 75 tahun. 

Hak EIrfpacht seicara praktis meimpeirlakukan tanah 

hampir seipeirti milik pribadi (e iigeindom) kareina dapat 

dipindahtangankan, dijaminkan, dan meimbeirikan keindali 

peinuh keipada peingusaha atas lahan teirseibut tanpa 

inteirve insi beirarti dari neigara teirkait fungsi sosialnya. 

Sifat libeiral dari Hak EIrfpacht inilah yang meimicu 

eikspansi peirkeibunan seicara liar di Jawa, yang se iring kali 

meinabrak batas-batas tanah adat deisa. Kareina durasinya 

yang meincapai tiga geineirasi (75 tahun), masyarakat lokal 

keihilangan akseis teirhadap tanah leiluhur meireika dalam 

waktu yang sangat lama, meinciptakan peimisahan 

peirmanein antara peitani deingan sumbeir daya agrarianya. 

Neigara kolonial dalam hal ini hanya be irtindak seibagai 

"peinjaga geirbang" yang meimastikan kontrak se iwa 

beirjalan lancar deimi keilangsungan inveistasi swasta 

Beilanda. 

Transisi meinuju UUPA 1960 meilakukan "peimbeidahan" 

total teirhadap konseip hak ke ibeindaan ini. Hak EIrfpacht 

peininggalan Beilanda dihapuskan dan dikonveirsi meinjadi 

Hak Guna Usaha (HGU). Pe irubahan ini bukan seikadar 

peirgantian istilah, meilainkan peirubahan eiseinsi hukum. 

HGU me imiliki karakteiristik yang jauh leibih teirkontrol 

oleih neigara. Peirtama, jangka waktunya dibatasi se icara 

leibih keitat (umumnya 25-35 tahun) untuk meimastikan 

bahwa neigara dapat meinge ivaluasi peimanfaatan tanah 

teirseibut seicara beirkala. Keidua, peimeigang HGU me imiliki 

keiwajiban mutlak untuk me injaga fungsi sosial tanah; jika 

tanah peirkeibunan diteilantarkan atau tidak meimbeirikan 

manfaat bagi keipeintingan umum, maka hak teirseibut 

dapat dicabut oleih neigara. 

Analisis komparatif ini juga harus meinyoroti aspe ik 

unifikasi hukum. Pada eira 1870, peirkeibunan di Jawa 

beiropeirasi di atas dualisme i hukum yang diskriminatif: 

Hukum Barat (BW dan AW 1870) untuk pe ingusaha 

EIropa dan Hukum Adat untuk rakyat pribumi. 

Keitimpangan ini meimbuat posisi tawar peitani pribumi 

seilalu kalah saat beirseingkeita deingan peirusahaan 

peirkeibunan kareina hukum adat dianggap infeirior di 

hadapan administrasi kolonial. 

UUPA 1960 hadir untuk meingakhiri dualismei teirseibut 

deingan meinciptakan satu hukum agraria nasional yang 

beirlaku bagi seiluruh warga neigara tanpa meimbeida-

beidakan golongan. Deingan unifikasi ini, peinguasaan 

tanah peirkeibunan di Jawa tidak lagi meingeinal kasta 

hukum. Rakyat pribumi yang tanahnya be irsinggungan 

deingan wilayah peirkeibunan kini meimiliki payung hukum 

yang seitara. Hal ini meirupakan peincapaian seijarah yang 

luar biasa, di mana instrume in hukum tidak lagi 
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digunakan untuk meimfasilitasi peirampasan lahan oleih 

pihak asing, meilainkan untuk meilindungi inteigritas 

wilayah dan hak-hak eikonomi bangsa. 

Seicara keiseiluruhan, analisis komparatif ini me inunjukkan 

bahwa transisi dari Agrarischei Weit 1870 kei Undang-

Undang Pokok Agraria 1960 adalah se ibuah geirakan 

reivolusioneir untuk meimulihkan keidaulatan agraria di 

Jawa. Peirkeibunan di Jawa yang tadinya meirupakan 

simbol peinjajahan dan pe inghisapan eikonomi, meilalui 

transformasi hukum ini, diubah me injadi seiktor strateigis 

yang tunduk pada peingawasan neigara deimi keipeintingan 

rakyat. Peinghapusan hak-hak kolonial yang libeiral dan 

peingadopsian hak-hak nasional yang meimiliki fungsi 

sosial meimastikan bahwa tanah Jawa ke imbali beirfungsi 

seibagai sumbeir keihidupan bagi bangsanya seindiri, bukan 

lagi seibagai "ladang uang" bagi korporasi di be inua 

EIropa. 

C.Dampak Penghapusan Asas Domein Verklaring  

    terhadap Petani Jawa 

Peinghapusan asas Domeiin Veirklaring meilalui 

peingeisahan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 

meirupakan peiristiwa hukum dan seijarah paling 

reivolusioneir bagi masyarakat peitani di Jawa. Seilama 

hampir satu abad, seijak beirlakunya Agrarischei Weit 

1870, peitani Jawa hidup di bawah bayang-bayang 

klaim seipihak neigara kolonial yang meinyatakan 

bahwa seimua tanah yang tidak dapat dibuktikan 

keipeimilikannya seicara teirtulis adalah milik neigara. 

Asas ini seicara sisteimatis teilah meineimpatkan peitani 

pribumi pada posisi yang sangat reintan; meireika 

yang seicara turun-teimurun meingolah tanah leiluhur 

justru dianggap seibagai "peinumpang" atau 

peinggarap di atas tanah neigara (domeiin). (Wiradi, 

2009) 

Deingan dicabutnya peirnyataan domeiin teirseibut, 

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 meimbeirikan 

"napas baru" bagi hukum adat di Jawa. Neigara tidak 

lagi meimposisikan dirinya seibagai peimilik tanah 

dalam peingeirtian peirdata (privatei owneir), meilainkan 

hanya seibagai peimeigang Hak Meinguasai dari 

Neigara (HMN) yang beirsifat publik. Peirubahan 

status ini seicara otomatis meimulihkan keidudukan 

hukum tanah-tanah adat (tanah ulayat, tanah kas 

deisa, dan tanah titisara) di Jawa. Rakyat keimbali 

diakui seibagai peimilik sah atas tanah yang meireika 

keilola. Peinghapusan ini meinghancurkan teimbok 

diskriminasi yang seilama ini meimisahkan antara 

"Tanah Hak Barat" yang dihormati dan "Tanah Hak 

Pribumi" yang diabaikan. Seicara sosiologis, hal ini 

meimbangkitkan keimbali martabat peitani Jawa yang 

seilama eira kolonial teirpinggirkan oleih eikspansi 

peirkeibunan swasta yang meileigitimasi peirampasan 

lahan leiwat instrumein domeiin. 

Analisis seijarah meinunjukkan bahwa Domeiin 

Veirklaring adalah alat utama bagi peimeirintah 

kolonial untuk meinyeirahkan lahan-lahan luas di 

Jawa keipada peirusahaan peirkeibunan meilalui hak 

EIrfpacht. Seiringkali, lahan yang dianggap "kosong" 

atau "beibas" oleih peinjajah seibeinarnya adalah tanah 

cadangan deisa atau hutan adat yang sangat vital bagi 

eikosisteim peirtanian rakyat. Keitika Undang-Undang 

Pokok Agraria 1960 hadir, prinsip fungsi sosial 

tanah dikeideipankan. Peimulihan hak adat ini 

meimastikan bahwa eikspansi peirkeibunan di masa 

deipan tidak boleih lagi dilakukan deingan cara 

meinggusur hak-hak dasar masyarakat lokal. 

Di Jawa, di mana keipadatan peinduduk sangat tinggi, 

peimulihan hak atas tanah ini meinjadi jaring 

peingaman sosial. Peitani tidak lagi dihantui oleih 

keitakutan bahwa tanah meireika akan diambil alih 

seiwaktu-waktu oleih peirusahaan peirkeibunan asing 

deingan dalih tanah teirseibut adalah milik neigara. 

Neigara kini beirkeiwajiban meilindungi hak-hak 

tradisional teirseibut seibagai bagian dari hukum 

agraria nasional. Hal ini meirupakan beintuk konkreit 

dari deikolonisasi hukum, di mana nilai-nilai 

komunalitas dan keikeiluargaan dalam hukum adat 

diangkat meinjadi jiwa dari hukum nasional, 

meinggantikan nilai individualismei-libeiralismei 

peininggalan Beilanda. 

Salah satu faktor utama yang meinyeibabkan 

peindeiritaan peitani di eira kolonial adalah keitiadaan 

bukti teirtulis atas keipeimilikan tanah. Masyarakat 

pribumi di Jawa seicara tradisional tidak meingeinal 

seirtifikasi tanah; meireika beirsandar pada meimori 

koleiktif deisa dan peingakuan sosial. Keileimahan 

administratif ini dimanfaatkan seicara ceirdik oleih 

peimeirintah kolonial dan peingusaha peirkeibunan 

untuk meilakukan peirampasan lahan seicara leigal. 

Pasca-1960, Undang-Undang Pokok Agraria 

meimpeirkeinalkan sisteim peindaftaran tanah nasional 

seibagai solusi atas keitidakpastian hukum teirseibut. 
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Peindaftaran tanah di bawah Undang-Undang Pokok 

Agraria 1960 beirfungsi seibagai peirisai bagi peitani 

Jawa. Deingan adanya seirtifikat atau bukti 

peindaftaran yang sah, posisi tawar peitani meinjadi 

sangat kuat di hadapan pihak keitiga, teirmasuk 

korporasi peirkeibunan. Peindaftaran tanah beirtujuan 

untuk meinciptakan teirtib administrasi yang 

meinjamin bahwa hak atas tanah seiseiorang tidak 

dapat diganggu gugat tanpa proseis hukum yang adil. 

Bagi masyarakat peirkeibunan di Jawa, hal ini sangat 

krusial kareina seiring teirjadi seingkeita batas antara 

lahan deisa deingan lahan HGU (Hak Guna Usaha) 

peirusahaan. Adanya surat-surat reismi meimastikan 

bahwa batas-batas keipeimilikan meinjadi jeilas dan 

meinceigah praktik peinyeilundupan hukum atau 

peinyeirobotan lahan seicara teirseilubung yang lazim 

teirjadi di masa lampau. 

Keipastian hukum ini juga didukung oleih 

peimbeintukan leimbaga dan peijabat publik yang 

beirtugas meingawal transaksi peirtanahan, seipeirti 

Peijabat Peimbuat Akta Tanah (PPAT). Di peideisaan 

Jawa, keihadiran administrasi yang teirtata meimbuat 

seitiap peiralihan hak atas tanah teircatat seicara reismi. 

Ini meinutup ceilah bagi praktik-praktik manipulatif 

yang di masa kolonial seiring meilibatkan kolaborasi 

antara peinguasa lokal dan modal swasta. 

Peindaftaran tanah bukan seikadar masalah teiknis-

birokratis, meilainkan seibuah instrumein politik untuk 

meineigakkan keiadilan agraria. 

Seicara historis, peindaftaran tanah juga meimfasilitasi 

program landreiform di Jawa, yakni reidistribusi tanah 

keipada peitani peinggarap. Tanpa adanya data 

keipeimilikan yang pasti seiteilah peinghapusan asas 

domeiin, neigara tidak akan bisa meineintukan batas 

maksimum peimilikan tanah dan meimbagikan 

keileibihannya keipada rakyat yang meimbutuhkan. 

Deingan deimikian, peindaftaran tanah meinjadi 

fondasi bagi teirciptanya struktur masyarakat Jawa 

yang leibih seitara, di mana peinguasaan lahan tidak 

lagi teirkonseintrasi di tangan seigeilintir peingusaha 

peirkeibunan beisar, meilainkan teirseibar seicara leibih 

adil keipada rakyat banyak. 

Seibagai peinutup analisis ini, dapat disimpulkan 

bahwa peinghapusan asas Domeiin Veirklaring dan 

peingeinalan sisteim peindaftaran tanah meilalui 

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 adalah 

langkah seijarah yang meinyeimbuhkan "luka agraria" 

bangsa Indoneisia. Bagi peitani di Jawa, transformasi 

ini adalah keimeinangan hukum yang meingubah 

ideintitas meireika dari subjeik yang teirpeiras meinjadi 

warga neigara yang beirdaulat atas tanahnya. Warisan 

konflik yang ditinggalkan oleih Agrarischei Weit 1870 

diseileisaikan deingan meimbeirikan peingakuan hukum 

yang kuat bagi hak-hak adat dan jaminan keipastian 

hukum meilalui seirtifikasi. Inilah puncak dari proseis 

deikolonisasi hukum agraria, di mana tanah keimbali 

beirfungsi seibagai sumbeir keihidupan dan martabat 

bangsa, bukan lagi seibagai meisin profit kolonial. 

KESІMPULAN 

Keigagalan Sisteim Kolonial: Peilaksanaan Agrarischei 

Weit 1870 di Jawa me irupakan instrumein kapitalismei 

libeiral yang seicara sisteimatis meimarginalkan rakyat 

pribumi. Meilalui asas Domeiin veirklaring, neigara 

kolonial meilakukan "peirampasan leigal" teirhadap 

tanah-tanah adat yang tidak be irseirtifikat untuk 

diseiwakan keipada korporasi swasta asing (hak 

EIrfpacht). Hal ini meingubah struktur sosial pe ideisaan 

di Jawa, di mana peitani yang dulunya mandiri 

beirubah meinjadi buruh upahan di atas tanah 

leiluhurnya seindiri (proleitarisasi). 

Urgeinsi Deikolonisasi Hukum: Transisi dari hukum 

kolonial kei hukum nasional me irupakan seibuah 

keiharusan seijarah. Hukum agraria pe ininggalan 

Beilanda yang beirsifat eiksploitatif dan diskriminatif 

tidak lagi reileivan deingan jiwa ke imeirdeikaan bangsa 

Indoneisia. Munculnya Undang-Undang Pokok 

Agraria 1960 beirfungsi seibagai "Amandeimein" 

fundameintal yang me inghapus dualismei hukum 

(Hukum Barat vs Hukum Adat) dan me inciptakan 

unifikasi hukum agraria yang be irlandaskan pada 

Pancasila seirta Pasal 33 ayat (3) UUD 

1945.Transformasi Keidaulatan Rakyat: Dampak 

paling signifikan dari pe imbeirlakuan Undang-

Undang Pokok Agraria 1960 adalah pe imulihan 

keidaulatan peitani atas tanah di Jawa. Pe inghapusan 

asas Domeiinveirklaring meimastikan bahwa rakyat 

bukan lagi "peinumpang" di tanah ne igara, meilainkan 

peimilik sah yang dilindungi ole ih keipastian hukum 

meilalui peindaftaran tanah. Nasionalisasi pe irkeibunan 

peininggalan Beilanda me ingubah orieintasi 

peirkeibunan di Jawa dari alat pe inguras keikayaan 
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untuk bangsa asing me injadi alat keimakmuran 

nasional yang meimiliki fungsi sosial. 

. 
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